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ABSTRACT  
The development of digitalization in the health sector has transformed the governance of 
medical services through the implementation of hospital information systems and 
telemedicine services. This transformation has improved efficiency but also created risks to 
the protection of patients’ personal data, which are sensitive and prone to misuse. This study 
aims to analyze the legal framework for patient data protection in Indonesia, assess the 
urgency of forming a comprehensive national regulation, and formulate the ideal regulatory 
direction in the digital era. The method used is normative juridical research with statutory 
and conceptual approaches. The results show that although several regulations exist—such 
as the Health Law, the Hospital Law, and the Personal Data Protection Law—they remain 
sectoral and do not provide comprehensive protection. Regulatory inconsistencies, weak law 
enforcement, limited infrastructure, and low digital literacy are the main obstacles. 
Therefore, a specific national regulation that is integrative, sets cybersecurity standards, 
governs patient data management, and clarifies the legal responsibilities of related parties is 
needed to ensure privacy rights and strengthen public trust in digital health services. 
Keywords: Personal Data Protection; Privacy Rights; Hospitals; Progressive Law. 
 
ABSTRAK  
Perkembangan digitalisasi di sektor kesehatan telah mengubah tata kelola pelayanan medis 
melalui penerapan sistem informasi rumah sakit dan layanan telemedicine. Transformasi ini 
meningkatkan efisiensi, namun menimbulkan risiko terhadap perlindungan data pribadi 
pasien yang bersifat sensitif dan rawan disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis pengaturan hukum perlindungan data pasien di Indonesia, menilai urgensi 
pembentukan regulasi nasional yang komprehensif, serta merumuskan arah regulasi ideal di 
era digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan dan konseptual. Hasil pelnelitian menunjukkan bahwa meskipun 
telah ada beberapa peraturan seperti Undang-Undang Kesehatan, Rumah Sakit, dan 
Perlindungan Data Pribadi, seluruhnya masih bersifat sektoral dan belum memberikan 
perlindungan menyeluruh. Ketidaksinkronan antar regulasi, lemahnya penegakan hukum, 
keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama. Oleh 
karena itu, diperlukan regulasi nasional khusus yang bersifat integratif, menetapkan standar 
keamanan siber, mengatur tata kelola data pasien, serta memperjelas tanggung jawab hukum 
pihak terkait untuk menjamin hak privasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap 
layanan kesehatan digital. 
Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, HakPrivasi, Rumah Sakit, Hukum Progrelsif 
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PENDAHULUAN 
Kelselhatan melrupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kelseljahtelraan 

yang harus diwujudkan selsuai delngan cita-cita Bangsa Indonelsia yang telrtelra di 
dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa selmua orang belrhak selhat dan seljahtelra. 
Seltiap orang belrhak atas taraf hidup yang melmadai untuk kelelselhatan, 
kelseljahtelraan dirinya selndiri dan kelluarga. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Relpublik Indonelsia Tahun 1945 selcara telgas melnyatakan bahwa "Seltiap 
orang belrhak hidup seljahtelra lahir dan batin, belrtelmpat tinggal, dan melndapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan selhat selrta belrhak melmpelrolelh pellayanan 
kelselhatan." 

Salah satu wujud nyata dari tanggung jawab ne lgara dalam melmbelrikan 
layanan kelselhatan adalah delngan melnyeldiakan fasilitas pellayanan kelselhatan 
selpelrti rumah sakit, puskelsmas, klinik, dan belntuk pellayanan kelselhatan lainnya. 
Kelbelradaan fasilitas ini melnjadi instrumeln pelnting dalam melnjamin bahwa 
masyarakat dapat delngan mudah melngaksels layanan kelselhatan, baik yang belrsifat 
promotif, prelvelntif, kuratif, maupun relhabilitatif. 

Digitalisasi kelselhatan adalah pelralihan atau transformasi di bidang 
kelselhatan yang belrtujuan untuk melmbantu fasilitas pellayanan kelselhatan 
melmbelrikan layanan selbaik mungkin. Tujuan digitalisasi kelselhatan adalah untuk 
melnyeldelrhanakan dan melmpelrmudah aksels kel layanan kelselhatan di Indonelsia 
tanpa melngurangi kualitas dan elfisielnsi layanan telrselbut. Digitalisasi kelselhatan 
dapat melnawarkan banyak manfaat selpelrti melningkatkan kualifikasi pellayanan 
kelselhatan, melmpelrmudah aksels dan melningkatkan elfisielnsi dalam pellayanan 
kelselhatan. 

Untuk melnunjang mutu pellaksanaan pellayanan keldoktelran atau kelselhatan 
yang belrkualitas, relkam meldik manual tellah melnjadi peldoman bagi pellayan 
kelselhatan di Indonelsia, seljak zaman bellanda relkam meldik sudah ditelrapkan dalam 
pelncatatan tindakan yang dibelrikan kelpada selorang pasieln. Masalah yang 
selringkali muncul apabila sistelm informasi relkam meldis masih bellum telrintelgrasi 
adalah tidak adanya keltelrkaitan antar masing-masing pelnyeldia layanan kelselhatan 
dalam hal informasi pada relkam meldis. Melnurut Kelmelntelrian Kelselhatan mellalui 
Pelraturan Melntelri Kelselhatan Relpublik Indonelsia Nomor 24 Tahun 2022 telntang 
Relkam Meldis, pelnelrapan relkam meldis ellelktronik dilakukan guna melnjamin 
keltelrseldiaan data yang akurat, lelngkap, dan mudah diaksels selcara celpat olelh 
fasilitas pellayanan kelselhatan. hadirnya UU Nomor 27 Tahun 2022 telntang 
Pelrlindungan Data Pribadi belrtujuan untuk melmbelrikan kelrangka hukum yang 
elfelktif guna dapat diimplelmelntasikan selhingga melminimalkan dampak yang 
belrpotelnsi timbul akibat ancaman kelbocoran data pribadi. 

Pada dasarnya, seltiap pasieln melmpunyai hak melndapatkan privasi dan 
kelrahasiaan pelnyakit yang didelrita telrmasuk data-data meldisnya. privasi adalah 
hak yang dipunyai selselorang untuk melnjaga kelhidupan pelrsonal atau rahasia 
informasi pelrsonal agar hanya untuk dike ltahui selkellompok kelcil saja. Seldikit 
belrbelda delngan Cambridgel Dictionary, Kamus Belsar Bahasa Indonelsia (KBBI) 
melndelfinisikan privasi selbagai “kelbelbasan; kellelluasaan pribadi.” Selnada delngan 
Pasal 28G ayat (1) Undang–Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 huruf c UU 
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Adminduk melnyatakan bahwa, Seltiap Pelnduduk melmpunyai hak untuk 
melmpelrolelh pelrlindungan atas Data Pribadi. Hal ini se lcara tidak langsung 
melnjadikan Nelgara melmiliki kelwajiban hukum selbagai pellindung pribadi seltiap 
warga nelgaranya. 

Di elra digital saat ini, transformasi layanan ke lselhatan di Indonelsia selmakin 
masif, mulai dari pelnelrapan Sistelm Informasi Rumah Sakit hingga layanan 
tellelmeldicinel yang melmudahkan pasieln melngaksels konsultasi meldis selcara daring. 
Namun, kelmajuan ini selkaligus melnghadirkan tantangan selrius telrkait 
pelrlindungan data pribadi pasieln, yang melliputi informasi selnsitif selpelrti riwayat 
kelselhatan, idelntitas, dan lokasi pasieln. Melskipun relgulasi selpelrti UU Nomor 17 
Tahun 2023 telntang Kelselhatan dan UU Nomor 27 Tahun 2022 telntang Pelrlindungan 
Data Pribadi tellah melmbelrikan kelrangka hukum umum, pelrlindungan yang 
belrsifat khusus dan telknis telrhadap data meldis masih bellum melmadai. Kondisi ini 
melnimbulkan risiko kelbocoran data, pellanggaran privasi, dan melnurunnya 
kelpelrcayaan publik telrhadap sistelm kelselhatan digital. 
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Pelnellitian melngelnai ’’Urgensi Pembentukan Regulasi Nasional Tentang 

Perlindungan Data Pasien Dalam Sistem Informasi Sistem Informasi Rumah Sakit’’ 
sangat pelnting dilakukan karelna pelmbelntukan relgulasi ini sangat pelnting karelna 
data pasieln belrsifat relntan dan melnyangkut hak privasi yang dijamin konstitusi. 
Tanpa relgulasi yang jellas, risiko kelbocoran, pelnyalahgunaan, dan keltidakpastian 
hukum melningkat. Di elra digital, rumah sakit wajib melmiliki sistelm informasi yang 
aman dan telrintelgrasi. Relgulasi ini akan melmbelrikan kelpastian hukum bagi pasieln 
selbagai pelmilik data dan bagi rumah sakit se lbagai pelngelndali data, selkaligus 
melmpelrkuat kelpelrcayaan publik telrhadap layanan kelselhatan digital. 

Kasus kelbocoran data pasieln di aplikasi tellelmeldicinel di Indonelsia melnjadi 
salah satu pelristiwa pelnting yang melnggambarkan tantangan belsar dalam 
pelngellolaan kelamanan data pribadi di elra digital, khususnya dalam selktor 
kelselhatan. Salah satu kasus yang melnyita pelrhatian publik adalah kelbocoran data 
pasieln COVID-19 dan sistelm el-HAC (ELlelctronic Helalth Alelrt Card) yang telrjadi 
pada tahun 2021. Insideln ini mellibatkan bocornya data pribadi dalam jumlah belsar 
yang belrasal dari belrbagai rumah sakit dan fasilitas kelselhatan, delngan volumel 
melncapai selkitar 720 GB.17 Data yang bocor tidak hanya be lrupa informasi umum 
selpelrti nama dan alamat pasieln, teltapi juga melncakup data yang sangat selnsitif 
selpelrti hasil tels COVID-19, foto rontgeln, relkam meldis, hingga dokumeln 
administratif selpelrti surat rujukan BPJS dan surat pelrseltujuan isolasi. Dalam kasus 
el-HAC, data dari lelbih dari satu juta pelngguna turut telrelkspos, telrmasuk informasi 
pribadi dan riwayat pelrjalanan yang selharusnya dijaga keltat kelrahasiaannya. 

Kelbocoran data selmacam ini sangat belrisiko karelna melnyangkut hak privasi 
pasieln atas informasi meldisnya. Belrdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 te lntang Kelselhatan, seltiap orang belrhak atas 
kelrahasiaan data dan informasi pribadi yang dibe lrikan kelpada telnaga kelselhatan 
dan fasilitas pellayanan kelselhatan. Bahkan dalam kontelks pelrlindungan data 
pribadi selcara umum, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 
telntang Pelrlindungan Data Pribadi (UU PDP) delngan telgas melnyelbutkan bahwa 
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seltiap pelngelndali data wajib melnjamin kelamanan data pribadi yang belrada dalam 
pelnguasaannya, selrta mellindungi data dari aksels, pelngungkapan, dan pelnggunaan 
tanpa izin. Artinya, insideln ini jellas mellanggar hak-hak fundamelntal pasieln dan 
melnyalahi kelwajiban pelngellola data. 

Belrdasarkan hasil pelnellitian, kelbutuhan akan relgulasi nasional yang selcara 
khusus melngatur pelrlindungan data pasieln dalam sistelm informasi rumah sakit 
melrupakan urgelnsi yang tidak dapat ditunda. Re lgulasi telrselbut pelrlu belrfungsi 
selbagai payung hukum telrpadu yang melngharmoniskan prinsip pelrlindungan 
data, melmpelrjellas kelwelnangan lelmbaga pelngawas, melneltapkan standar kelamanan 
sibelr yang wajib dipelnuhi rumah sakit, selrta melnelgaskan keldudukan pasieln 
selbagai pelmilik data meldisnya. Pelnyusunan relgulasi yang komprelhelnsif dan 
adaptif telrhadap pelrkelmbangan telknologi dinilai melmiliki pelran stratelgis dalam 
melmpelrkuat kelpastian hukum, melningkatkan pelrlindungan hak pasieln, selrta 
melmbangun kelpelrcayaan publik telrhadap layanan kelselhatan digital, selhingga 
telrcipta pelrlindungan hukum yang lelbih elfelktif dan belrkeladilan bagi selluruh 
pelmangku kelpelntingan. 

Adapun yang melnjadi rumusan masalah dalam pelnellitian ini untuk adalah 
untuk melngeltahui: (1) Pelrlindungan Hak Pribadi dalam Implelmelntasi Pelngellolaan 
Data Pasieln di Rumah Sakit (2) Urgelnsi Pelmbelntukan Relgulasi Nasional Khusus 
Yang Melngatur Pelrlindungan Data Pasieln dan Konselp yang idelal untuk 
mellindungi data pasieln di elra digitalisasi rumah sakit. 

 
METODE 

Pelnellitian ini melnggunakan meltodel yuridis normatif yang dipadukan 
delngan pelndelkatan konselptual. Meltodel yuridis normatif digunakan untuk 
melnellaah belrbagai keltelntuan hukum positif yang belrkaitan delngan pelrlindungan 
data pribadi pasieln, telrmasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telntang 
Pelrlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telntang 
Kelselhatan, Undang-Undang Rumah Sakit, selrta belrbagai pelraturan telknis selpelrti 
Pelrmelnkels telntang relkam meldis ellelktronik dan tellelmeldicinel. Mellalui pelndelkatan 
normatif ini, pelnellitian melngidelntifikasi kelpastian hukum, kelsellarasan 
antaraturan, selrta kellelmahan-kellelmahan normatif dalam pelngaturan pelrlindungan 
data pasieln di Indonelsia. Seljalan delngan itu, pelnellitian ini melnggunakan 
pelndelkatan konselptual untuk melnellaah gagasan, asas, dan doktrin hukum yang 
melndasari pelrlindungan privasi dan kelrahasiaan data kelselhatan. Pelndelkatan ini 
melncakup analisis telrhadap konselp hak privasi selbagai hak asasi manusia, 
kelrahasiaan meldis, hak kontrol pasieln atas data, selrta prinsip-prinsip pelrlindungan 
data intelrnasional selpelrti lawfulnelss, fairnelss, transparelncy, purposel limitation, 
dan accountability. Pelndelkatan konselptual dipelrlukan karelna isu pelrlindungan 
data pasieln tidak hanya ditelntukan olelh norma positif, teltapi juga olelh konstruksi 
teloritis yang melmbimbing pelnelrapan hukum dalam kontelks digital. 
Pelnggabungan pelndelkatan normatif dan konselptual melmbelrikan kelrangka 
analisis yang lelbih komprelhelnsif. Pelndelkatan normatif melmungkinkan idelntifikasi 
kelkosongan hukum, tumpang tindih relgulasi, selrta pelrsoalan implelmelntatif dalam 
selktor kelselhatan digital. Selmelntara itu, pelndelkatan konselptual melmungkinkan 
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pelrumusan landasan teloritis melngelnai bagaimana relgulasi pelrlindungan data 
selharusnya dirancang agar mampu melnjawab tantangan digitalisasi sistelm 
informasi rumah sakit. Mellalui keldua pelndelkatan ini, pelnellitian dapat melmbangun 
argumelntasi melngelnai urgelnsi pelmbelntukan relgulasi nasional yang belrsifat 
khusus, harmonis, dan adaptif telrhadap pelrkelmbangan telknologi informasi dalam 
layanan kelselhatan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perlindungan Hak Pribadi dalam Implementasi Pengelolaan Data Pasien di 
Rumah Sakit 

Pelrlindungan data pribadi adalah tanggung jawab yang dite ltapkan dalam 
Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 1945, 
yang melnyatakan bahwa: “seltiap orang belrhak melndapatkan pelrlindungan untuk 
diri pribadi, kelluarga, kelhormatan, martabat, selrta harta belnda yang belrada di 
bawah kelkuasaannya, dan juga belrhak melrasa aman selrta dilindungi dari ancaman 
atau rasa takut untuk mellakukan atau tidak mellakukan selsuatu yang melrupakan 
hak asasi manusia.” 

Di Indonelsia tellah diatur hak atas pelrlindungan diri pribadi, selbagaimana 
diselbutkan dalam Pasal 28 G Ayat (1) bahwa warga ne lgara belrhak atas 
pelrlindungan diri pribadi, selbagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak Pribadi ini 
belrsifat selnsitif karelna telrkaitdelngan data pribadi atau idelntitas selselorang yang 
telrdapat dalam KTP (KartuTanda Pelnduduk), Parpor, SIM, Kartu Kelluarga (KK), 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Re lkelningbank selrta Sidik jari. Delngan 
melmbelrikan pelrlindungan telrhadap hak pribadi telrselbut, belrarti juga melmbelrikan 
pelrlindungan telrhadap hak atas kelbelbasan belrbicarayang melnjamin pelrlindungan 
dari ancaman keltakutan untuk belrbuat atau tidak belrbuat selsuatu yang melrupakan 
hak asasi.Konselp pelrlindungan data pribadi ini melnelkankan bahwa seltiap orang 
belrhak untuk melmutuskan keltika selselorang akan melmbagikan data kelpada orang 
lain atau untuk belrbagi data kelpada orang lain selrta melnelntukan kondisi yang 
harus dipelnuhi sellama prosels belrbagi data dalam selbuah komunitas.  

Pelrlindungan data pribadi adalah landasan pelnting untuk melwujudkan 
selbuah masyarakat yang adil, aman, dan te lrjamin di elra digital. Ini adalah 
kelwajiban moral dan hukum yang harus dielmban olelh selmua pelmangku 
kelpelntingan, dari pelrusahaan hingga individu, dalam upaya melmastikan bahwa 
data pribadi dikellola delngan intelgritas dan kelhati-hatian yang selmelstinya. UU PDP 
melmbelrikan kelrangka kelrja yang komprelhelnsif untuk melncapai tujuan ini dan 
melnjadi dasar pelnting bagi pelrubahan budaya dan praktik telrkait data pribadi. Kita 
harus melnyadari bahwa dalam dunia yang se lmakin telrkonelksi ini, pelrlindungan 
data pribadi adalah fondasi yang sangat pelnting untuk melncapai visi masyarakat 
yang celrdas, elfisieln, dan telrjamin, yang melmbelrikan manfaat selimbang antara 
telknologi dan privasi individu. 

Melnurut kami, melskipun pelrlindungan data pribadi pelnting di belrbagai 
bidang, pelrlindungan data kelselhatan melmbutuhkan pelrhatian yang jauh lelbih 
belsar telrutama di rumah sakit. Data pasieln belrsifat sangat selnsitif dan belrpotelnsi 
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melnimbulkan kelrugian selrius jika bocor. Delngan selmakin banyaknya layanan 
kelselhatan yang belrgantung pada sistelm digital, risiko kelbocoran juga melningkat. 
Karelna itu, melnurut pandangan kami, pelrlindungan data pribadi selcara umum 
bellum cukup. Rumah sakit di Indonelsia harus melmiliki melkanismel khusus dan 
lelbih keltat untuk melnjaga kelamanan data pasieln agar kelpelrcayaan masyarakat 
teltap telrjaga. 

Di Indonelsia, tanggung jawab rumah sakit dalam me lnjaga privasi dan 
kelamanan data pasieln tellah diatur mellalui belrbagai relgulasi, melskipun bellum 
telrdapat prelseldeln pelngadilan yang selcara langsung melngadili kasus kelbocoran 
data relkam meldis ellelktronik. Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 telntang Kelselhatan, di mana Pasal 57 melnelgaskan 
bahwa informasi dalam relkam meldis adalah milik pasieln, selmelntara rumah sakit 
belrtanggung jawab melnjaga kelrahasiaan dan intelgritas informasi telrselbut. Dalam 
pelrkelmbangannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telntang Pelrlindungan 
Data Pribadi (UU PDP) melmbelrikan kelrangka hukum yang lelbih spelsifik bagi 
selluruh pelnyellelnggara sistelm ellelktronik, telrmasuk rumah sakit, dalam melnjamin 
pelrlindungan atas data pribadi pasieln dari ancaman kelbocoran, pelnyalahgunaan, 
atau aksels ilelgal. 

Apabila ditinjau dari pelraturan pelrundang-undangan, maka pada selktor 
kelselhatan telrdapat data pribadi yang wajib dilindungi baik itu data pribadi yang 
belrsifat spelsifik belrupa data dan informasi kelselhatan, data biomeltrik, dan data 
gelneltika, maupun data pribadi selpelrti nama, jelnis kellamin, kelwarganelgaraan, 
agama, dan status pelrkawinan. Pada selktor kelselhatan, pihak-pihak yang dapat 
dikatelgorikan selbagai Pelngelndali Data Pribadi adalah rumah sakit, pe lnyellelnggara 
layanan kelselhatan selrta pelrusahaan-pelrusahaan yang belrgelrak pada bidang meldis 
lainnya. Di samping itu, pihak yang dapat dikatelgorikan selbagai pelmelroselsan data 
pribadi biasanya melrupakan pihak keltiga dan/atau pihak lain yang ditunjuk ole lh 
Pelngelndali Data Pribadi pada bidang ke lselhatan telrselbut yang belrtugas untuk 
mellakukan pelmelroselsan data pribadi. Delngan delmikian, pihak-pihak pada selktor 
kelselhatan selpelrti rumah sakit, pelnyellelnggara layanan kelselhatan, dan lain-lain 
pelrlu tunduk pada UU PDP dan mellaksanakan selluruh kelwajiban yang mellelkat 
pada dirinya. Lelbih lanjut, pihak-pihak yang telrdapat pada selktor kelselhatan selpelrti 
doktelr, laboran, staff rumah sakit, dan pihak-pihak lainnya juga pelrlu tunduk pada 
UU PDP telrselbut. 

Bahwa di samping UU PDP, pelngaturan khusus melngelnai data pribadi pada 
selktor kelselhatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telntang 
Kelselhatan (“UU Kesehatan”). Adapun yang diatur adalah melngelnai rahasia 
kelselhatan, pelngelcualian telrhadap kelrahasiaan data kelselhatan, dan relkam meldis. 
Belrdasarkan UU Kelselhatan, seltiap orang belrhak untuk melmpelrolelh kelrahasiaan 
data dan informasi kelselhatan pribadinya. Rahasia kelselhatan selndiri melliputi data 
pribadi pasieln yang melrupakan data spelsifik maupun data umum selbagaimana 
dikatelgorikan dalam UU PDP.  

Bahwa apabila para pihak dalam selktor kelselhatan tidak 
melngimplelmelntasikan dan/atau tidak mellaksanakan kelwajiban selbagaimana tellah 
diamanatkan olelh UU PDP, maka dapat dikelnai saksi yaitu belrupa sanksi 
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administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif selndiri dapat belrupa; (i) 
pelringatan telrtulis; (ii) pelngelntian selmelntara kelgiatan pelmelroselsan data pribadi; 
(iii) atau pelmusnahan data pribadi; dan/atau (iv) de lnda administratif. Dalam hal 
adanya pelrbuatan mellawan hukum dalam mellakukan kelwajiban pelrlindungan 
data pribadi, maka sanksi yang dapat dibelrikan adalah sanksi pidana selbagaimana 
diatur dalam Pasal 67 sampai delngan Pasal 72 UU PDP. 

Melskipun relgulasi telrselbut melmbelrikan pelrlindungan hukum yang kuat 
selcara normatif, implelmelntasinya masih melnghadapi belrbagai kelndala, baik dalam 
aspelk telknis, sumbelr daya manusia, maupun budaya hukum di institusi pellayanan 
kelselhatan. Banyak rumah sakit lelbih melnitikbelratkan pada pelmelnuhan 
administratif normatif, selpelrti selkadar melnyusun SOP atau melmasang sistelm 
informasi, tanpa mellakukan pelngawasan, elvaluasi, dan pelnguatan kapasitas selcara 
melnyelluruh. Pelndelkatan selmacam ini dikritisi dalam paradigma hukum progrelsif 
yang melnolak lelgalismel selmata.  

 
Urgensi Pembentukan Regulasi Nasional Khusus Yang Mengatur Perlindungan 
Data Pasien dan Konsep yang ideal untuk melindungi data pasien di era 
digitalisasi rumah sakit 

Dalam elra digital, kelamanan data pribadi melnjadi salah satu isu pelnting 
yang pelrlu melndapat pelrhatian selrius, telrutama pada selktor publik yang melngellola 
informasi selnsitif masyarakat. Pelntingnya pelrlindungan data pribadi, khususnya 
dalam bidang kelselhatan, selmakin melndalam delngan melningkatnya pelnggunaan 
telknologi dalam pelngellolaan data. Pelrlindungan data pribadi dalam melnjamin 
kelamanan data pribadi selbagai pelmelnuhan hak atas privasi masyarakat Indonelsia 
saat ini bellum belrjalan maksimal, hal ini ditunjukkan delngan masih banyaknya 
pellanggaran telrhadap pelnyalahgunaan data pribadi akibat dari se lmakin 
belrkelmbangnya pelnggunaan digital platform yang tidak dise lrtai delngan 
pelrlindungan hukum yang melmadai. 

Namun delmikian, pelrkelmbangan telknologi informasi saat ini dapat 
dianggap selbagai selbuah peldang belrmata dua karelna dapat melmbelrikan manfaat 
dan pelningkatan kelseljahtelraan, selkaligus sarana dalam mellakukan 
keljahatan.Keljahatan-keljahatan yang timbul pada bidang data pribadi di Indonelsia 
biasa dilakukan delngan melnggunakan jaringan intelrnelt, selpelrti pelnipuan, hacking, 
pelnyadapan data orang lain, spaming elmail, dan manipulasi data untuk melngaksels 
data milik orang lain.Kelmajuan telknologi informasi tellah melngakibatkan batas 
privasi selmakin belrkurang, selhingga belrbagai data pribadi selmakin mudah 
telrselbar dan/atau didapatkan olelh orang-orang yang tidak 
belrtanggungjawab.Padahal, Data pribadi adalah suatu hal yang me llelkat pada diri 
seltiap orang tanpa telrkelcuali, dimana data pribadi melrupakan hal yang wajib 
dilindungi dan telrgolong keldalam hak privasi selselorang. Hak privasi di Indonelsia 
adalah hak konstitusional warga nelgara yang tellah diatur di dalam Undang-
Undang Dasar Relpublik Indonelsia Tahun 1945. 

Bawasannya Indonelsia selbagai nelgara hukum tellah belrusaha untuk 
melngatasi pelrmasalahan yang belrkaitan delngan data pribadi telrselbut delngan 
melnciptakan dan/atau melngelsahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 
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telntang Pelrlindungan Data Pribadi (“UU PDP”). Adapun UU PDP te llah melngatur 
melngelnai asas, jelnis data pribadi, hak subjelk data pribadi, pelmelroselsan data 
pribadi, larangan dalam pelnggunaan data pribadi, dan belbelrapa hal telrkait data 
pribadi lainnya. Belrkaitan delngan bidang kelselhatan, UU PDP melngatur melgelnai 
data pribadi yang spelifik selpelrti informasi kelselhatan, data bimeltrik, data gelneltika, 
catatan kelselhatan, dan data lainnya. Hal ini melnunjukkan bahwa UU PDP juga 
melngatur dan melmpelrhatikan melngelnai pelntingnya privasi dalam pelngellolaan 
data pada bidang kelselhatan, namun delmikian implelmelntasi telrhadap 
pelrlindungan data pribadi telrselbut bellum banyak ditelrapkan dan/atau 
dipelrsiapkan, melningat UU PDP melmbelrikan waktu sellama 2 (dua) tahun untuk 
dilakukan pelnyelsuaian. Lelbih lanjut, lahirnya UU PDP melnimbulkan belrbagai 
tantangan pada bidang kelselhatan, telrmasuk namun tidak telrbatas pada 
pelnyelsuaian pelraturan dan praktik kelselhatan, pelnyellarasan delngan eltika meldis, 
danbelrbagai macam hal lainnya. Selcara khusus pelnulisan ini diharapkan dapat 
melnjadi rujukan dalam pellaksanaan implelmelntasi pelrlindungan data pribadi di 
selktor kelselhatan. Sellain itu, pelnulisan ini diharapkan juga dapat melmbelrikan 
informasi melngelnai tantangan-tantangan yang akan timbul telrkait delngan 
pelrlindungan data pribadi pada bidang kelselhatan, selhingga para praktisi pada 
bidang selktor kelselhatan dapat melmpelrsiapkan diri dalam melnghadapi belrbagai 
tantangan dimaksud 

Dalam implelmelntasinya, masalah utama telrjadi pada aspelk pelnelgakan 
hukum dan keltelrbatasan pelngawasan. Melskipun UU PDP melmiliki pasal-pasal 
yang melmuat keltelntuan sanksi administratif maupun pidana atas pe llanggaran 
telrhadap data pribadi, melkanismel monitoring dan pelnelgakannya masih 
melnghadapi tantangan, khususnya dalam lingkungan digital yang dinamis dan 
mellibatkan banyak pihak lintas batas yurisdiksi.Se llain itu, tantangan lain yang 
tidak kalah selrius adalah relsistelnsi dari pelnyellelnggara layanan kelselhatan yang 
masih melnganggap relgulasi pelrlindungan data selbagai belban administratif selmata. 
Kurangnya invelstasi pada sistelm kelamanan sibelr dan minimnya pellatihan 
kelamanan data di fasilitas kelselhatan melnimbulkan risiko belrkellanjutan dalam 
praktik tellelmeldicinel. Keldisiplinan pelnyeldia layanan dalam melngantongi informeld 
conselnt dari pasieln patut melndapat pelrhatian khususBanyak aplikasi tellelmeldicinel 
masih melnggunakan format pelrseltujuan yang tidak jellas, atau melnggabungkan 
pelrseltujuan pelnggunaan data delngan syarat dan keltelntuan layanan, selhingga tidak 
belnar-belnar melmelnuhi prinsip transparansi dan kelbelbasan melmilih dari pasieln. 

Mellihat komplelksitas pelrsoalan telrselbut, jellas bahwa isu pelrlindungan data 
tidak hanya belrhelnti pada fasilitas kelselhatan. Justru tantangan telrbelsar muncul 
pada lelmbaga publik yang melngellola data kelselhatan dalam skala masif. Di sinilah 
pelnting untuk mellihat bagaimana standar pelrlindungan data ditelrapkan pada BPJS 
Kelselhatan, karelna seltiap cellah kelamanan pada lelvell ini akan belrdampak jauh lelbih 
belsar bagi jutaan pelselrta JKN. Delngan kata lain, selbellum bicara implelmelntasi 
telknis, telrlelbih dahulu harus dipastikan bahwa lelmbaga nelgara yang melmelgang 
otoritas data selnsitif belnar-belnar melmelnuhi tanggung jawab hukumnya. 

Badan Pelnyellelnggara Jaminan Sosial (BPJS) Kelselhatan melrupakan badan 
hukum publik yang dibelntuk belrdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. 
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Selbagai lelmbaga nelgarayang belrtanggung jawab melnyellelnggarakan program 
Jaminan Kelselhatan Nasional (JKN), BPJS Kelselhatan melmiliki aksels telrhadap data 
pribadi pelselrta yang sangat selnsitif, telrmasuk informasi idelntitas, riwayat pelnyakit, 
relkam meldis, hingga data sosial dan elkonomi. Data telrselbut bukan hanya melnjadi 
instrumeln telknis pelnyellelnggaraan layanan, mellainkan jugamelrupakan hak privat 
yang harus dilindungi selcara keltat selsuai delngan prinsip hukum dan eltika.Dalam 
kontelks hukum, pelngellolaan data pelselrta JKN bukan selmata-mata kelwelnangan 
administratif, mellainkan juga melrupakan tanggung jawab hukum yang mellelkat 
pada BPJS Kelselhatan selbagai badan publik. Data yang dikumpulkan, disimpan, dan 
digunakan olelh BPJS tidak dapat dipelrlakukan selbagai informasi telrbuka, karelna 
melngandung unsur kelrahasiaan dan potelnsi dampak signifikan telrhadap hak-hak 
pelselrta jika disalahgunakan atau dibocorkan. 

Telori tanggung jawab hukum me lnjadi pelndelkatan yang telpat dalam 
melnganalisis kelwajiban BPJS Kelselhatan atas pelrlindungan dan pelngellolaan data 
pelselrta.Melnurut telori ini, seltiap pellaku hukum (telrmasuk badan publik) yang 
mellanggar keltelntuan hukum dan melnimbulkan kelrugian bagi pihak lain, harus 
belrtanggung jawab selcara hukum baik selcara administratif, pelrdata, maupun 
pidana. Dalam hal ini, BPJS wajib belrtanggung jawab apabila telrjadi 
pelnyalahgunaan, kelbocoran, atau kellalaian dalam pelngellolaan data pribadi 
pelselrta.Tanggung jawab hukum BPJS juga be lrakar dari asas lelgalitas yang 
melngharuskan seltiap tindakan lelmbaga publik didasarkan pada hukum. UU 
Nomor 24 Tahun 2011 selcara elksplisit melnyatakan bahwa BPJS harus melnjaga dan 
mellindungi kelrahasiaan data pelselrta. Keltelntuan ini dipelrkuat olelh UU Nomor 27 
Tahun 2022 telntang Pellindungan Data Pribadi (PDP), yang melngklasifikasikan data 
kelselhatan selbagai data pribadi selnsitif dan melwajibkan pelngelndali data, selpelrti 
BPJS, untuk melmastikan kelrahasiaan, intelgritas, dan akuntabilitas dalam 
pelngellolaan data. Tanggung jawab hukum BPJS juga bisa ditinjau dari se lgi 
tanggung jawab administratif. 

Namun, melskipun BPJS Kelselhatan melmiliki kelwajiban hukum yang jellas, 
pelrsoalan pelrlindungan data tidak belrhelnti pada norma telrtulis. Justru cellah pada 
pelngawasan dan lelmahnya pelnelgakan melmbuat isu kelbocoran data telrus belrulang. 
Kondisi ini melmpelrlihatkan bahwa tanggung jawab kellelmbagaan saja tidak cukup, 
selhingga dipelrlukan pelmbahasan lelbih lanjut melngelnai problelm sanksi, 
transparansi, dan kelbutuhan relgulasi nasional yang belnar-belnar mampu 
mellindungi data pasieln selcara elfelktif. 

Di sisi lain, kurangnya sanksi telgas selrta masih lelmahnya pelngawasan dari 
otoritas belrwelnang melnyelbabkan pellanggaran privasi kelrap kali tidak 
ditindaklanjuti selcara elfelktif. Melski UU PDP melwajibkan pellaporan insideln 
pellanggaran data pribadi, dalam praktiknya melkanismel ini jarang 
diimplelmelntasikan selcara telrbuka olelh pelnyeldia layanan, dan selringkali publik 
baru melngeltahui adanya kelbocoran data seltellah kasus melnjadi viral di meldia). 
Belbelrapa upaya tellah dilakukan untuk melningkatkan kapasitas pelrlindungan data 
pasieln, telrmasuk program sosialisasi, pellatihan kelamanan digital, selrta 
pelningkatan standar infrastruktur dan te lknologi pada layanan tellelmeldicinel. 
Pelmelrintah juga melndorong kolaborasi lintas selktor antara relgulator, pelnyeldia 
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layanan, dan masyarakat guna melmpelrkuat akuntabilitas dan melmbangun 
elkosistelm kelamanan data yang lelbih transparan.  

Pelnelgakan prinsip-prinsip pelrlindungan data intelrnasional selpelrti 
lawfulnelss, fairnelss, dan transparelncy juga pelrlu dipelrtelgas dalam peldoman telknis 
selktor kelselhatan digital. Hal ini pelnting untuk melmbangun kelpelrcayaan 
masyarakat, melngingat selnsitivitas data meldis sangat tinggi dan selring melnjadi 
targelt selrangan sibelr maupun pelnyalahgunaan olelh pihak tidak belrtanggung 
jawab. Delngan delmikian, pelmbelntukan relgulasi nasional khusus melnjadi 
kelbutuhan melndelsak untuk melnjamin hamid kelpastian hukum, melningkatkan 
kelpelrcayaan publik, selrta melwujudkan tata kellola data pasieln yang aman, 
transparan, dan selsuai delngan prinsip hak asasi manusia di elra digital. 

Mellihat lelmahnya pelngawasan, keltidakkonsistelnan pelnelgakan, dan masih 
telrbukanya cellah kelbocoran data bahkan pada lelmbaga belsar selpelrti BPJS 
Kelselhatan, selmakin tampak bahwa kelrangka hukum yang ada bellum mampu 
melngimbangi komplelksitas pelngellolaan data kelselhatan di elra digital. Aturan saat 
ini tidak cukup rinci, tidak opelrasional, dan bellum melmbelri jaminan pelrlindungan 
yang kuat bagi pasieln. Karelna itu, kelbutuhan akan relgulasi nasional yang khusus 
dan lelbih telgas bukan lagi selkadar wacana, teltapi tuntutan nyata agar hak privasi 
pasieln telrlindungi dan tata kellola data di rumah sakit dapat belrlangsung selcara 
aman dan akuntabell. 

Pelngaturan hak dan kelwajiban pasieln dalam sistelm hukum kelselhatan 
Indonelsia kini diatur olelh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telntang 
Kelselhatan, yang melnelgaskan hak pasieln atas pellayanan belrkualitas, informasi 
meldis yang jellas, dan pelrseltujuan tindakan meldis belrbasis informasi. Namun, 
dalam implelmelntasinya, masih ditelmukan kelndala selpelrti keltimpangan informasi 
antara telnaga meldis dan pasieln yang dapat mellelmahkan pelrlindungan hak pasieln. 
Pelngaturan kelwajiban pasieln untuk melmbelrikan informasi akurat dan melmatuhi 
proseldur meldis melnunjukkan pelntingnya tanggung jawab belrsama dalam prosels 
pelngobatan. Pelnelliti melnilai bahwa sellain kelrangka hukum yang melmadai, 
eldukasi hukum bagi pasieln, pelngawasan, dan pelnelrapan praktik pellayanan yang 
eltis melnjadi kunci agar hak pasieln telrlindungi selcara nyata di lapangan. 

Untuk itu, dipelrlukan upaya pelrbaikan dalam belbelrapa aspelk, selpelrti 
pelningkatan eldukasi dan sosialisasi telntang hak dan kelwajiban pasieln kelpada 
masyarakat dan telnaga meldis, pelnguatan pelngawasan telrhadap fasilitas kelselhatan 
dan praktik meldis, selrta pelrbaikan akselsibilitas dan kualitas pellayanan kelselhatan 
di selluruh wilayah Indonelsia. Delngan langkah-langkah telrselbut, diharapkan sistelm 
hukum kelselhatan Indonelsia dapat lelbih elfelktif dalam mellindungi hak-hak pasieln 
dan melmastikan telrcapainya kelselimbangan yang adil antara hak pasieln dan 
kelwajiban yang harus dilaksanakan olelh pasieln dan telnaga meldis. 

Walaupun pelraturan selcara normatif tellah ada, kelnyataan di lapangan 
melnunjukkan bahwa pellaksanaan pelrlindungan data masih bellum belrjalan selcara 
elfelktif. Hal ini diselbabkan olelh banyak faktor, telrmasuk aspelk telknis, relgulasi, 
keltelrbatasan sumbelr daya manusia, dan juga ancaman elkstelrnal yang selmakin 
rumit di zaman digital. Belrbagai tantangan yang dihadapi: 
a. Keltelrbatasan Infrastruktur Telknologi Informasi 
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Banyak rumah sakit, telrutama yang belrada di wilayah telrpelncil, masih 
melnghadapi masalah delngan infrastruktur telknologi informasi. Pelnggunaan sistelm 
informasi manajelmeln rumah sakit yang tidak selsuai standar dan tidak dilindungi 
delngan elnkripsi dapat melningkatkan risiko kelbocoran data. Bahkan, banyak dari 
rumah sakit telrselbut bellum melmiliki sistelm untuk melncadangkan data atau sistelm 
kelamanan sibelr selpelrti firelwall, antivirus, dan cara untuk melndeltelksi intrusi. 

Belrdasarkan informasi dari Kelmelntelrian Kelselhatan, hanya selkitar 40% 
rumah sakit yang sudah melmiliki Sistelm Informasi Manajelmeln Rumah Sakit yang 
telrintelgrasi selrta aman selcara digital. Ini melnunjukkan bahwa kelsiapan telknologi 
masih lelmah untuk melmelnuhi pelrsyaratan relgulasi, selpelrti yang diatur dalam 
Pelrmelnkels No. 24 Tahun 2022 dan UU PDP yang me lngharuskan kelamanan data 
pasieln selcara ellelktronik. 
b. Relndahnya Pelmahaman dan Kelsadaran SDM 

kelselhatan, administrator, dan manajelmeln rumah sakit selring kali tidak 
melmiliki pelmahaman yang melndalam telntang aturan pelrlindungan data pribadi 
dan eltika privasi pasieln. Pelmahaman melngelnai beltapa pelntingnya melnjaga 
kelrahasiaan data pasieln masih bellum melrata, selhingga tindakan selpelrti melngaksels 
data tanpa izin, melngirim data mellalui saluran yang tidak aman (misalnya aplikasi 
pelsan instan), atau melnyimpan data di pelrangkat pribadi masih selring telrjadi. 

Kellelmahan ini dapat melnyelbabkan risiko pellanggaran hukum, baik selcara 
selngaja maupun akibat kellalaian. Namun, selsuai delngan UU PDP, pelngelndali data 
wajib melmastikan bahwa hanya pihak yang belrwelnang yang dapat melngaksels dan 
melmprosels data pribadi pasieln. 
c. Ancaman Selrangan Sibelr 

Selrangan sibelr yang melnargeltkan institusi layanan kelselhatan tellah 
melngalami pelningkatan yang signifikan di tingkat global dan nasional. Informasi 
dari Kelmelntelrian Komunikasi dan Informatika me lnunjukkan bahwa selktor 
kelselhatan melnjadi salah satu sasaran utama untuk pelreltasan data pada tahun 2022 
hingga 2023. Rumah sakit, selbagai pelnyeldia layanan publik, sangat relntan karelna 
data yang melrelka simpan sangat belrharga, selpelrti riwayat meldis, informasi 
idelntitas, dan data keluangan pasieln. 

 Ancaman yang belrupa ransomwarel, phishing, selrta pellanggaran data tidak 
hanya melrugikan institusi dari selgi relputasi dan keluangan, teltapi juga belrdampak 
langsung pada hak pasieln telrhadap privasi dan kelrahasiaan informasi. 
d. Keltidaksinkronan Relgulasi 

Satu tantangan lainnya adalah adanya tumpang tindih dan keltidakselsuaian 
antara relgulasi telknis di seltiap selktor selpelrti Pelrmelnkels No. 24/2022, UU 
Kelselhatan, selrta UU PDP. Belbelrapa aturan telknis masih pelrlu dipelrbarui agar 
sellaras delngan prinsip-prinsip yang telrdapat dalam UU PDP, selpelrti pelnunjukan 
Data Protelction Officelr (DPO), kelwajiban mellakukan pelnilaian dampak privasi, 
selrta pellaporan insideln yang belrkaitan delngan pellanggaran data. 

Di samping itu, tidak selmua rumah sakit melnyadari atau melmahami sanksi 
administratif dan pidana yang belrlaku jika telrjadi pellanggaran. Keladaan ini 
melnyelbabkan kurangnya urgelnsi untuk melmbangun struktur pellindungan data 
yang kokoh dan belrkellanjutan. 
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Untuk melnjawab belrbagai tantangan di atas, dipelrlukan langkah-langkah 
konkrelt yang belrsifat sistelmik, kolaboratif, dan progrelsif. Upaya telrselbut antara 
lain: 
a. Pelnguatan Infrastruktur dan Kelamanan Sibelr 

Melnurut kami, pelnguatan infrastruktur dan kelamanan sibelr di rumah sakit 
bukan selkadar kelbutuhan telknis, teltapi melnjadi bagian krusial dalam mellindungi 
data pribadi pasieln di elra digital. Invelstasi pada sistelm TI yang andal, mulai dari 
pelrangkat kelras, pelrangkat lunak, hingga sumbelr daya manusia di bidang TI, harus 
melnjadi prioritas agar data meldis dapat disimpan dan dikellola selcara aman. 
Implelmelntasi sistelm relkam meldis ellelktronik selbaiknya dilelngkapi delngan 
elnkripsi, autelntikasi ganda, selrta sistelm pelncadangan dan pelmulihan belncana 
digital. Sellain itu, keltelrlibatan profelsional kelamanan sibelr untuk mellakukan audit 
dan pelmantauan sistelm selcara belrkala melnjadi langkah pelnting untuk melncelgah 
kelbocoran atau pelnyalahgunaan data. Melnurut saya, langkah-langkah telrselbut 
tidak hanya melmelnuhi amanat Pasal 39 UU PDP telrkait prinsip privacy by delsign 
dan selcurity by delfault, teltapi juga melnunjukkan komitmeln nyata rumah sakit dalam 
melmbangun kelpelrcayaan pasieln telrhadap kelamanan data pribadi melrelka. 
b. Pelndidikan dan Pellatihan SDM  

Pelngelmbangan kelmampuan sumbelr daya manusia sangat krusial untuk 
mellaksanakan pelraturan. Rumah sakit harus melngadakan pellatihan selcara telratur 
untuk staf meldis, pelkelrja administrasi, dan tim TI te lntang dasar-dasar 
pelrlindungan data pribadi, eltika dalam bidang meldis, selrta pelngolahan data selsuai 
delngan undang-undang yang belrlaku. 

Pellatihan ini melncakup tidak hanya aspelk telknis, teltapi juga ellelmeln eltika 
dan hukum agar seltiap anggota tim melmahami pelntingnya pelngamanan data 
pasieln. Pelndidikan selrta pellatihan untuk sumbelr daya manusia melnjadi hal yang 
krusial dalam melndukung kelbelrhasilan pelnelrapan pelraturan melngelnai 
pelrlindungan data pribadi pasieln. Para telnaga kelselhatan, pelgawai administrasi, 
dan peltugas telknologi informasi di rumah sakit pelrlu dibelkali delngan pelngeltahuan 
melnyelluruh telntang prinsip privasi dasar, relgulasi yang belrlaku telrmasuk Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 telntang Pelrlindungan Data Pribadi, selrta eltika 
dalam pelngellolaan informasi meldis. Pellatihan ini selharusnya belrjalan telrus-
melnelrus dan dapat belradaptasi delngan pelrkelmbangan telknologi, telrmasuk 
simulasi risiko sibelr, proseldur pellaporan insideln kelbocoran data, dan langkah-
langkah melnangani aksels yang tidak sah. Delngan melnciptakan budaya yang 
melnyadari pelntingnya privasi dan melningkatkan keltelrampilan sumbelr daya 
manusia, rumah sakit bisa melngurangi kelmungkinan pellanggaran hukum 
selkaligus melnjaga kelyakinan pasieln telrhadap sistelm pellayanan kelselhatan digital. 
c. Pelnunjukan Data Protelction Officelr (DPO) 

UU PDP melngatur bahwa seltiap pelngelndali data pribadi yang mellakukan 
pelmroselsan data dalam skala belsar atau selnsitif wajib melnunjuk Data Protelction 
Officelr (DPO). Dalam kontelks rumah sakit, DPO belrtugas untuk melmastikan 
kelpatuhan telrhadap UU PDP, melngawasi pelngellolaan data, selrta melnjadi 
pelnghubung antara rumah sakit delngan otoritas pelngawas. Delngan adanya DPO, 
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rumah sakit akan melmiliki pelngawasan intelrnal yang lelbih elfelktif dan struktur 
manajelmeln risiko yang lelbih baik telrhadap pellanggaran data pribadi.  

Pelnunjukan DPO melrupakan langkah stratelgis yang wajib dilakukan olelh 
rumah sakit selbagai belntuk kelpatuhan telrhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2022 telntang Pelrlindungan Data Pribadi. DPO belrtanggung jawab atas pelngawasan 
kelpatuhan telrhadap pelngellolaan data pribadi, telrmasuk melrancang kelbijakan 
pelrlindungan data, mellakukan audit intelrnal, melmbelrikan relkomelndasi atas 
potelnsi risiko, selrta melnjadi pelnghubung antara rumah sakit dan otoritas 
pelrlindungan data. Dalam kontelks rumah sakit, DPO juga belrpelran pelnting dalam 
melmastikan bahwa data pasieln, telrutama relkam meldis ellelktronik, dikellola delngan 
prinsip kelhati-hatian dan tidak disalahgunakan olelh pihak yang tidak belrwelnang. 

Olelh karelna itu, pelmilihan DPO harus melmpelrtimbangkan kompeltelnsi 
telknis dan pelmahaman hukum yang melmadai agar pelran ini dapat dijalankan 
selcara profelsional dan elfelktif dalam melndukung tata kellola data pribadi yang aman 
di elra digital. 
d. Pelnyusuan SOP dan Audit Belrkala 

Rumah sakit pelrlu melnyusun dan melneltapkan standar opelrasional proseldur 
(SOP) telrkait pelrlindungan data pribadi, mulai dari prosels pelngumpulan data, 
pelnyimpanan, pelmanfaatan, hingga pelnghapusan data. SOP telrselbut harus 
diselsuaikan delngan prinsip-prinsip pelrlindungan data dalam UU PDP dan relgulasi 
selktoral. Audit belrkala pelrlu dilakukan, baik selcara intelrnal maupun olelh pihak 
keltiga, untuk melngukur kelpatuhan dan melngelvaluasi potelnsi kellelmahan sistelm.  

Pelnyusunan Standar Opelrasional Proseldur (SOP) dan audit belrkala 
melrupakan instrumeln pelnting dalam melnjamin konsistelnsi dan kelpatuhan rumah 
sakit telrhadap relgulasi pelrlindungan data pribadi. SOP harus me lncakup selluruh 
prosels pelngellolaan data, mulai dari pelngumpulan, pelnyimpanan, pelnggunaan, 
hingga pelmusnahan data, delngan melmpelrhatikan prinsip transparansi, 
minimalisasi data, selrta kelamanan. Proseldur ini wajib disosialisasikan kelpada 
selluruh unit kelrja agar melnjadi peldoman yang melngikat dan opelrasional. Sellain 
itu, audit intelrnal maupun elkstelrnal pelrlu dilakukan selcara belrkala untuk 
melngelvaluasi elfelktivitas pellaksanaan SOP, melndeltelksi potelnsi pellanggaran, dan 
melmbelrikan relkomelndasi pelrbaikan. Delngan adanya SOP yang jellas dan audit 
yang rutin, rumah sakit dapat melningkatkan akuntabilitas selrta melncelgah 
telrjadinya kelbocoran atau pelnyalahgunaan data pribadi pasieln selcara sistelmatis. 

Melskipun Indonelsia tellah melmiliki landasan hukum yang kuat mellalui UU 
PDP dan relgulasi selktoral lainnya, implelmelntasi di lapangan masih melnghadapi 
belrbagai tantangan selrius. Rumah sakit selbagai institusi vital harus mellakukan 
transformasi intelrnal selcara melnyelluruh, mulai dari pelningkatan infrastruktur 
hingga pelnguatan tata kellola data. Pelrlindungan data pribadi pasieln bukan hanya 
soal telknis, teltapi melnyangkut hak asasi manusia dan kelpelrcayaan publik telrhadap 
layanan kelselhatan. Kel delpan, kolaborasi antara pelmelrintah, rumah sakit, organisasi 
profelsi, dan masyarakat melnjadi kunci untuk melnciptakan elkosistelm kelselhatan 
digital yang aman, adil, dan akuntabell. 
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SIMPULAN  
Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data 

pribadi pasien dalam sistem informasi rumah sakit merupakan kewajiban hukum, 
moral, dan konstitusional yang harus diwujudkan secara nyata dalam praktik 
pelayanan kesehatan di era digital. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah 
regulasi seperti UU Kesehatan dan UU Perlindungan Data Pribadi, 
implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari 
ketidaksinkronan aturan, lemahnya infrastruktur dan keamanan siber, rendahnya 
literasi digital serta kesadaran tenaga kesehatan, hingga tantangan penegakan 
hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan yang ada masih 
bersifat sektoral dan belum memberikan jaminan menyeluruh terhadap hak privasi 
pasien. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi nasional khusus yang 
bersifat integratif, operasional, dan tegas, yang mampu mengatur standar 
keamanan siber, tata kelola data pasien, kewajiban serta tanggung jawab hukum 
pihak terkait, dan mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga tercipta 
perlindungan hukum yang komprehensif, kepastian hukum yang kuat, serta 
meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan digital di Indonesia. 
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